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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga buku 
kolaborasi dapat dipublikasikan dan dapat sampai 
dihadapan pembaca. Buku ini disusun oleh sejumlah 
akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya 
masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir untuk 

memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan 
khususnya terkait dengan Etika dan Komunikasi 
Keperawatan. Sistematika buku Etika dan Komunikasi 
Keperawatan ini mengacu pada pendekatan konsep 
teoritis dan contoh penerapan. Pada buku ini terdiri dari 
30 BAB yaitu konsep dasar dan ruang lingkup etika 
keperawatan; tren dan isu dalam etika keperawatan; 
perilaku manusia, persepsi manusia, dan afek emosi 
manusia; masalah etik dan moral dalam pelayanan 
kesehatan; etika keperawatan antar sejawat dan lintas 
profesi; aspek hukum, asas, tanggung gugat, 
tanggungjawab profesi keperawatan; pelanggaran hukum 
dan mal praktik dalam keperawatan; informed consent, 
tujuan dan fungsi etika keperawatan; etika dan peran 
perawat dalam etika keperawatan; etika keperawatan 
dalam pandangan islam, sosial dan budaya; etika dalam 
keperawatan jiwa, psikososial dan komunitas; etika dalam 
keperawatan anak dan kelompok berkebutuhan khusus; 

etika dalam keperawatan kegawatdaruratan dan 
kebencanaan; etika dalam keperawatan reproduksi dan 
ginekologi; etika dalam keperawatan paliatif dan 
menjelang akhir hayat; konsep dasar, ruang lingkup dan 
paradigma komunikasi keperawatan; tren dan isu dalam 
komunikasi keperawatan; keuntungan dan kerugian 
dalam komunikasi keperawatan; model-model 
komunikasi dan teknik dalam komunikasi keperawatan; 
prinsip, hakikat dan tujuan komunikasi keperawatan; 
etika dan adab dalam komunikasi keperawatan; 
komunikasi dalam pengambilan keputusan dan 
karakteristik komunikasi dengan klien; peluang, 
tantangan dan gangguan komunikasi keperawatan; 
informasi kesehatan dan edukasi dalam komunikasi 
keperawatan; evidance based practice dan konseling 
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dalam komunikasi keperawatan; komunikasi efektif dan 
komunikasi persuasif perawat-klien; komunikasi 
terapeutik dan komunikasi interpersonal; komunikasi 
keperawatan pada anak, remaja dan dewasa; komunikasi 
keperawatan pada ODGJ dan keluarga pasien; 
komunikasi keperawatan antar rekan sejawat dan 
mutidisiplin/lintas profesi. Oleh karena itu, diharapkan 
buku ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam 
sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis 

lainnya. 

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari 
kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, 
sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh 
sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari 
pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya 
kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 
kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus 
kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai insiator 
buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca sekalian.  

Bandung, 15 April 2023 

  

Editor 

Ns. Arif Munandar, S.Kep., M.Kep.  
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8 
INFORMED CONSENT,  

TUJUAN DAN FUNGSI  

ETIKA KEPERAWATAN 

Nunung Rachmawati, S.Kep., Ns., M.Kep. 

Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta 

 

Informed Consent 

1. Pengertian Informed Consent 

Informed consent tersusun dari kata informed dan 
consent. Menurut kamus bahasa Indonesia-Inggris 
informed berarti sudah mendapatkan 
keterangan/penjelasan, sudah diinformasi- 
kan/disampaikan, consent sendiri mempunyai arti 
persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan suatu tindakan (Echols, J., M & Shadily, 

H, 2003). Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 
No. 290 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 
persetujuan tindakan medik (informed consent) 
merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien 
atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan 
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 
terhadap pasien. Informasi medis yang diberikan 
kepada pasien sebaiknya diinformasikan dengan jelas 
dan mudah dipahami, terarah, jujur dan benar. Salah 
satu informasi penting tentang tindakan medis yang 
harus disampaikan kepada pasien dan keluarga 
adalah adanya kemungkinan risiko medis yang 



 

120 
 

mungkin dapat berakibat fatal bagi pasien 
(Matippanna, A., 2021). 
Pada dasarnya informed consent merupakan 
komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai 
kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan 
dokter kepada pasien dimana terdapat penjelasan 
secara terperinci terkait tindakan medis yang akan 
dilakukan. Penandatanganan informed consent secara 
tertulis merupakan alat untuk memperkuat atas apa 

yang telah disepakati sebelumnya (Sulistyaningrum, 
H., P., 2021). Informed consent bertujuan untuk 
melindungi pasien dari semua tindakan medis yang 
mungkin dilakukan tanpa diketahui oleh pasien dan 
memberikan perlindungan hukum kepada dokter 
terhadap dampak yang mungkin dapat terjadi dan 
bersifat buruk (J. Guwandi dalam Siswati, S., 2017). 
Persetujuan tindakan medik (informed consent) 
dinyatakan sah jika diberikan oleh pasien tanpa 
dibawah tekanan ataupun paksaan, pasien yang 
memberikan persetujuan merupakan orang yang 
sanggup untuk membuat dan menandatangi 
persetujuan, serta pasien telah dijelaskan tindakan 
yang akan diterimanya terutama terkait situasi dan 
kondisi penyakit yang diderita pasien (Hanafiah, 
Jusuf, M. & Amir, A., 1999). 

2. Pentingnya Informed Consent 

Dalam pemberian pelayanan kesehatan informed 
consent memiliki peran yang sangat penting (Amri, S., 
R., 2020). Informed consent dibutuhkan untuk 
memastikan bahwa pasien telah memahami segala 
informasi yang diperlukan untuk membuat 
keputusan dan memberikan persetujuan (Suntama, 
W., 2017). Segala informasi berkaitan dengan 
tindakan medis yang akan diberikan ke pasien harus 
diinformasikan terlebih dahulu. Hal tersebut 
merupakan salah satu hak pasien yang telah diatur 
dalam undang-undang. Tindakan medis yang 
dilakukan tanpa diketahui oleh pasien merupakan 
bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu 
hak asasi yang berhubungan dengan hak 
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menentukan diri sendiri. Hak menentukan diri sendiri 
dalam pelayanan kesehatan merupakan hak untuk 
menentukan apa yang boleh dan tidak boleh untuk 
dilakukan dokter terhadap diri pasien (Matippana, A., 
2021).Permenkes No. 290 Tahun 2008 menyebutkan 
bahwa informasi terkait tindakan medis harus 
diberikan oleh dokter kepada pasien baik diminta 
ataupun tidak diminta, informasi diberikan 
selengkap-lengkapnya kecuali bila dokter menilai 

bahwa informasi yang diberikan dapat merugikan 
kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak 
diberikan informasi. Peraturan ini merupakan upaya 
dan cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah 
adanya kesewenangan dokter dan mencegah 
terjadinya pelanggaran hak asasi pasien (Dali, M., A. 
& Kasim, W., 2019). Tindakan medis yang dilakukan 
tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien 
merupakan tindakan yang melanggar hukum karena 
telah mengabaikan kewajibannya untuk meminta 
persetujuan pasien terlebih dahulu sebelum 
melakukan tindakan medis (Matippana, A., 2021). 
Tindakan medis yang bersifat melukai fisik (invasif) 
harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau 
keluarga pasien, jika tetap dilakukan oleh dokter 
tanpa adanya persetujuan dari pasien maka akan 
digugat sebagai tindak pidana (Arlida, R., R. & Syam, 
H., 2020). Informed consent dapat tidak dilakukan jika 

pasien berada dalam kondisi kegawatdaruratan, 
tetapi pihak tenaga medis tetap harus mengusahakan 
adanya persetujuan tindakan medis (Ramadhan, M., 
S., dkk, 2020). Jika pasien dalam keadaan 
kegawatdaruratan maka tindakan medis yang 
dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga 
pasien merupakan keputusan yang tepat karena 
terkait dengan hidup dan mati pasien yang ditangani 
(Ikhsan, I., S. & Christianto, H., 2022). 

3. Dasar Hukum Informed Consent 

Persetujuan tindakan medis telah diatur di dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan dinyatakan dalam pasal 8, 
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pasal 56 ayat (1) dan pasal 65 ayat (2). Di dalam pasal 
8 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh 
informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk 
tindakan akan pengobatan yang telah maupun yang 
akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Di dalam 
pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang 
berhak menerima atau menolak sebagian atau 
selurun tindakan pertolongan yang akan diberikan 
kepadanya setelah menerima dan memahami 

informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. 
Sedangkan didalam pasal 65 ayat (2) disebutkan 
bahwa pengambilan organ atau jaringan tubuh dari 
seorang donor harus memperhatikan kesehatan 
pendonor yang bersangkutan dan mendapat 
persetujuan pendonor dan atau ahli waris atau 
keluarganya. 
Persetujuan tindakan medis juga diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan dalam pasal 32 
poin J dan pasal 32 poin K. Di dalam poin J 
disebutkan bahwa mendapatkan informasi yang 
meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, 
tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan 
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis 
terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan 
biaya pengobatan. Di dalam poin K disebutkan bahwa 
memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan 

yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap 
penyakit yang didertitanya. 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan 
Tindakan Medis pada Bab 1, huruf (a) menyatakan 
bahwa persetujuan tindakan medis adalah 
persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga 
atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang 
akan dilakukan pada pasien tersebut. Persetujuan 
tindakan medis juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia No. 
1419/MENKES/PER/X/2005 tentang 
Penyelenggaraan Dokter dan Dokter Gigi dalam pasal 
17 ayat (1), (2) dan (3). Di dalam pasal 17 ayat (1) 
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disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dalam 
memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau 
kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan 
penjelasan kepada pasien tentang tindakan 
kedokteran yang akan dilakukan. Pasal 17 ayat (2) 
menyebutkan bahwa tindakan kedokteran 
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat 
persetujuan dari pasien. Pasal 17 ayat (3) 
menyebutkan bahwa pemberian penjelasan dan 

persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat 
(2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-
undangan. 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan 
Tindakan Kedokteran dinyatakan dalam pasal 1, 2 
dan 3 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pasal 1 

1) Persetujuan tindakan adalah persetujuan 
yang diberikan oleh pasien atau keluarga 
terdekat setelah mendapat penjelasan secara 
lengkap mengenai tindakan kedokteran atau 
kedoketran gigi yang dilakukan terhadap 
pasien. 

2) Keluarga tedekat adalah suami atau istri, 
ayah atau ibu kandung, anak kandung , 

saudara kandung atau pengampunya.  

3) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi 
selanjutnya disebut tindakan kedokteran 
adalah suatu tidakan medis berupa preventif, 
diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang 
dilakukan oleh dokter atau dokter gigi 
terhadap pasien.  

4) Tindakan infasif adalah tindakan medis 
langsung yang mempengaruhi keutuhan 
jaringan tubuh pasien.  

5) Tindakan kedokteran yang mengandung 
resiko tinggi adalah tindakan medis yang 
berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, 
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dapat mengakibatkan kematian dan 
kecacatan  

6) Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter 
spesialis, dokter gigi dan dokter gigi sepesialis 
lulusan kedokteran atau kedokteran gigi baik 
didalam maupun diluar negeri yang diakui 
oleh pemerintah republik indonesia dengan 
peraturan perundang- undangan.  

7) Pasien kompetan adalah pasien dewasa atau 
bukan anak-anak menurut peraturan 
perundang-undangan atau telah pernah 
menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, 
mampu berkomunukasi secara wajar, tidak 
mengalami kemunduran perkembangan 
(retardasi) mental dan tidak mengalami 
penyakit mental sehingga mampu membuat 
keputusan secara bebas. 

b. Pasal 2 

1) Semua tindakan kedokteran yang akan 
dilakukan terhadap pasien harus mendapat 
persetujuan  

2) Persetujuan yang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis 
maupun lisan.  

3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat 
penjelasan yang diperlukan tentang perlunya 
tindakan kedokteran yang dilakukan. 

c. Pasal 3 

1) Setiap tindakan kedokteran yang 
mengandung risiko tinggi harus memperoleh 
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh 
yang berhak memberikan persetujaun.  

2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk 
dalam ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) satu dapat diberikan 
persetujuan lisan.  
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3) Persetujuan tertulis sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk 
pernyataan yang tertuang dalam formulir 
khusus yang dibuat. 

4) Persetujuan yang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diberikan dalam ucapan 
setuju atau bentuk gerakan mengangguk 
kepala yang dapat diartikan sebagai 
ungkapan setuju.  

5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggap meragukan, maka dapat dimintakan 
persetujuan tertulis. 

4. Prosedur Pemberian Informed Consent 

Pelaksanaan informed consent yang tidak sesuai 
dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan sering dijumpai di 
instansi pelayanan kesehatan dikarenakan 
kurangnya pemahaman tentang informed consent. 
Pemberian informasi dan penjelasan terkait tindakan 
medis yang akan dilakukan terhadap pasien 
diwakilkan oleh tenaga kesehatan lain akan 
berpotensi besar menimbulkan tuntutan hukum dari 
pasien atau keluarganya jika hasil tindakan yang 
dilakukan tidak sesuai dengan harapan karena 

kurangnya informasi dan penjelasan yang diterima 
oleh pasien (Matippana, A, 2019).Menurut Keputusan 
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 
18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Manual Persetujuan 
Tindakan Medis yang berkaitan dengan jenis 
informasi yang akan dilakukan terhadap pasien 
dengan mengacu kepustakaan, terdapat 12 kunci 
informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien 
yaitu: 
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a. Diagnosis dan prognosis secara rinci apabila tidak 
diobati. 

b. Ketidakpastian tentang diagnosis termasuk 
pilihan pengobatan sebelum dilakukan 
pengobatan. 

c. Tujuan dari rencana pemeriksaan dan 
pengobatan, rincian dari prosedur atau 
pengobatan yang dilaksanakan, termasuk 
tindakan subsider seperti penanganan, 
bagaimana pasien harus mempersiapkan diri, 
rincian apa yang dialami pasien selama dan 
sesudah tindakan, termasuk efek samping yang 
biasa terjadi dan yang serius. 

d. Untuk setiap tindakan, diperlukan keterangan 
tentang kelebihan atau keuntungan dan tingkat 
kemungkinan keberhasilannya dan diskusi 
tentang kemungkinan risiko yang serius atau 
sering terjadi dan perubahan gaya hidup sebagai 
akibat dari tindakan tersebut. 

e. Nyatakan bila tindakan tersebut masih 
eksperimental 

f. Bagaimana dan kapan kondisi pasien dan akibat 
sampingannya akan dimonitor atau dinilai 
kembali. 

g. Nama dokter yang bertanggung jawab secara 
keseluruhan untuk pengobatan tersebut. 

h. Bila melibatkan dokter yang sedang mengikuti 
pelatihan atau pendidikan, maka sebaiknya 
dijelaskan peranannya di dalam rangkaian 
tindakan yang akan dilakukan. 

i. Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat 
mengubah pendapatnya setiap waktu. 

j. Mengingatkan bahwa pasien berhak memperoleh 
pendapat kedua dari dokter lain. 

k. Bila memungkinkan juga diberitahukan tentang 
perincian biaya. 
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Informed consent bukan hanya kelengkapan 
administratif tetapi merupakan alat bukti hukum 
bahwa persetujuan yang telah ditandatangani oleh 
pasien atau keluarganya, diberikan oleh pasien 
setelah terlebih dahulu mendapatkan penjelasan yang 
cukup dari dokter yang akan melakukan tindakan 
tersebut. Sangat penting bagi dokter dan pasien atau 
keluarganya untuk memahami mekanisme atau 
prosedur informed consent yang benar (Matippana, A, 

2019). Prosedur pelaksanaan pemberian informasi 
informed consent dijelaskan sebagai berikut (D. Pratita 
dalam Octaria, H & Trisna, W. V., 2016) : 

a. Tujuan dari pemberian informed consent adalah 
pasien dapat mengambil keputusan terhadap 
tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya 
setelah mendapat informasi yang cukup. Apabila 
pasien sudah menerima semua informasi yang 
diperlukan maka hak pasien untuk menentukan 
nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna dan 
pasien dapat mengambil keputusan. 

b. Memberitahukan pasien mengenai kondisi, 
diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan 
penunjang, terapi, risiko, alternatif, prognosis dan 
harapan merupakan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh dokter. Dokter tidak 
diperbolehkan untuk mengurangi materi yang 
wajib disampaikan kepada pasien dan memaksa 
pasien untuk memberikan keputusan dengan 
segera. 

c. Tidak semua pasien diperbolehkan memberikan 
pernyataan persetujuan atau pernyataan tidak 
setuju. Pasien tersebut harus sudah dewasa, 
dengan usia 21 tahun, pasien yang di bawah 21 
tahun dalam keadaan sadar, dapat diajak 
komunikasi secara wajar dan lancar dan dalam 
keadaan sehat akal. 

d. Bentuk persetujuan harus berdasarkan semua 
elemen dari informed consent yang benar yaitu 
pengetahuan dan kompetensi.  
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e. Sebelum rencana tindakan medis dilakukan 
semua informasi harus sudah diterima pasien. 
Pemberian informasi sebaiknya bersifat obyektif, 
tidak memihak dan tanpa tekanan, setelah 
menerima semua informasi sebaiknya pasien 
diberi waktu untuk berpikir dan mengambil 
keputusan. 

f. Proses pemberian informasi dan permintaan 
persetujuan tindakan medis bisa saja tidak 
dilaksanakan oleh dokter apabila pasien dalam 
kondisi gawat darurat. Dalam kondisi ini dokter 
akan mendahulukan tindakan penyelamatan 
nyawa pasien, namun prosedur penyelamatan 
nyawa pasien tetap dilakukan sesuai dengan 
standar pelayanan disertai profesionalisme yang 
tinggi. 

5. Peran Perawat dalam Informed Consent 

Perawat merupakan penghubung atau pembela 
antara pasien dengan tim kesehatan lain. Hal tersebut 
dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan 
kebutuhan pasien dan membantu pasien untuk 
memahami semua informasi dan upaya kesehatan 
yang diberikan oleh tim kesehatan untuk mengambil 
keputusan/persetujuan atas tindakan yang akan 
dilakukan kepada pasien (Patrisia, I., dkk, 2022). 

Peran perawat dalam proses informed consent adalah 
sebagai advokat. Perawat harus memeriksa apakah 
pasien telah membahas dengan dokternya tetang 
sifat, keuntungan, risiko, prognosis, alternatif dan hal 
lain yang terkait dengan tindakan yang akan 
dilakukan ke pasien. Apabila pembahasan tersebut 
belum dilakukan antara dakter dan pasien maka 
perawat perlu melakukan konsultasi dengan dokter. 
Selain itu perawat juga harus mengkaji sejauhmana 
tingkat pemahaman pasien tentang informasi yang 
telah diterima dan menjelaskan kembali apa yang 
kurang dimengerti oleh pasien (Baradero, M., Dayrit, 
M. W. & Siswadi, Y., 2009). 
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Peran perawat sebagai advokat adalah sebagai berikut 
(Wirentanus, 2019): 

a. Perawat berperan dalam melindungi pasien. 

b. Perawat berperan dalam memberikan informasi 
yang dibutuhkan pasien atau memberikan 
kemudahan pasien untuk mendapatkan informasi 
kesehatan. 

c. Perawat berperan dalam memberikan penjelasan 
kepada pasien tentang hak dan kewajibannya 
serta mendukung pasien untuk berpendapat. Hak 
pasien diantaranya adalah hak untuk 
memperoleh perawatan terbaik, hak untuk 
memperoleh informasi tentang penyakitnya, hak 
privacy, hak untuk menentukan nasibnya sendiri 
dan hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi 
kesalahan tindakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
perawat dapat berperan sebagai advokat bagi pasien 
yang berfungsi sebagai penghubung antara pasien 
dengan tim kesehatan lain dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan pasien, membela kepentingan pasien, 
membantu pasien untuk memahami semua informasi 
dan upaya kesehatan yang diberikan oleh tim 
kesehatan lain. Peran perawat sebagai advokat 
mengharuskan perawat bertindak sebagai fasilitator 

dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya 
kesehatan yang harus dijalani pasien (Arofiati, F. & 
Rumila, E., 2009). Namun dalam penelitian lain 
disebutkan bahwa perawat belum dapat 
melaksanakan peran sebagai advokat secara optimal. 
Praktik informed consent sebagian besar masih 
difokuskan untuk mendapatkan tanda tangan pasien 
dan dokter memilih perawat untuk bertindak sebagai 
delegasi mereka daripada sebagai advokat pasien yang 
dapat berkontribusi mandiri sesuai keahlian perawat 
(Susilo, A., P., 2010). Pelaksanaan informed consent 
terhadap pasien merupakan kewenangan dokter 
untuk mendapatkan persetujuan atas tindakan yang 
akan dilakukan, sedangkan perawat mempunyai 
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peran untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan 
melindungi pasien dari kemungkinan efek yang tidak 
diinginkan dari suatu tindakan yang akan dilakukan 
ke pasien (Sulistyowati, M., A., E., T., 2016). 

Tujuan dan Fungsi Etika Keperawatan 

1. Tujuan Etika Keperawatan 

Etika profesi keperawatan secara umum memiliki 
tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 
kepercayaan pasien kepada perawat, kepercayaan 
diantara teman sejawat (sesama perawat) dan 
kepercayaan masyarakat terhadap profesi 
keperawatan. Etika keperawatan mempunyai tujuan 
khusus bagi profesi perawat dan juga seluruh 
masyarakat yang menggunakan layanan keperawatan 
yaitu agar seluruh perawat dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati 
martabat manusia (Ruminem, 2021). Menurut 
American Ethics Commission Bureau on Teaching, 
tujuan etika keperawatan adalah (Suhaemi, 2010): 

a. Mengetahui dan mengidentifikasi unsur-unsur 
moral dalam praktik keperawatan 

b. Menyusun cara atau strategi dan menganalisis 
masalah moral yang dapat terjadi dalam praktik 
keperawatan 

c. Menghubungkan prinsip moral atau pelajaran 
yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada 
diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga 
kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. 

Menurut National League for Nursing (NLN)/Pusat 
Pendidikan Keperawatan yang merupakan milik 
Perhimpunan Perawat Amerika, pendidikan etika 
keperawatan bertujuan untuk (Ruminem, 2021): 

a. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya 
hubungan antar profesi kesehatan dan 
pemahaman tentang peran dan fungsi masing-
masing profesi kesehatan tersebut. 
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b. Mengembangkan kemampuan dalam mengambil 
keputusan yang berhubungan dengan moralitas 
dan etika, keputusan tentang baik dan buruk 
yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan 
sesuai dengan kepercayaannya. 

c. Mengembangkan sikap pribadi dan profesional  

d. Memberi kesempatan untuk menerapkan ilmu 
dan prinsip etik keperawatan dalam praktik 
keperawatan dan dalam situasi nyata. 

e. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 
yang penting sebagai dasar dalam pelaksaaan 
praktik keperawatan profesional.  

Adanya perkembangan ilmu sains dan teknologi 
menyebabkan profesi perawat harus selalu 
mengembangkan etika profesi keperawatan secara 
berkesinambungan sehingga dapat mengakomodir 
masalah-masalah baru yang mungkin muncul dalam 
praktik keperawatan. Etika keperawatan tidak cukup 
hanya diajarkan, namun harus ditanamkan dan 
diyakini oleh seluruh perawat. 

2. Fungsi Etika Keperawatan 

Etika keperawatan memiliki fungsi penting bagi 
perawat dan seluruh masyarakat yang menggunakan 
pelayanan keperawatan, fungsi tersebut adalah 

(Suhaemi, 2004): 

a. Mencerminkan sikap kepemimpinan dan memiliki 
tanggung jawab dalam mengatur dan membuat 
asuhan keperawatan kepada pasien. 

b. Memotivasi seluruh perawat Indonesia dalam 
mengembangkan ilmu keperawatan melalui 
penelitian ilmiah dan menerapkan temuan 
terbaru tersebut, serta mengikuti perkembangan 
teknologi untuk meningkatkan kualitas 
pemberian pelayanan keperawatan di rumah sakit 
maupun di masyarakat. 
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c. Memotivasi seluruh perawat Indonesia agar 
meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, 
sikap loyalitas dan integritas terhadap 
masyarakat. 

d. Memotivasi seluruh perawat Indonesia untuk 
menjaga dan meningkatkan kepribadian dan 
perilaku yang sesuai dengan etika keperawatan 
dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi 
perawat. 

e. Memotivasi seluruh perawat Indonesia untuk 
memberikan pendidikan kesehatan dan 
mengajarkan kepada pasien untuk hidup bersih 
dan sehat baik dilakukan di rumah sakit maupun 
lingkungan masyarakat. 

f. Memotivasi seluruh perawat Indonesia agar lebih 
produktif dan inovatif di lingkungan masyarakat, 
dapat menerima perubahan yang positif dan 
memiliki tujuan yang jelas dan matang di masa 
depan sesuai dengan profesinya. 
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